WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 9A Tahun 2008
Lampiran : -

TENTANG

DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perkotaan dan

pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya, maka perlu diimbangi
dengan pengaturan penyelenggaraan dan penataan tertib
administrasi kependudukan;

. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum

penyelenggaraan pencatatan sipil di Kota Tasikmalaya dan dengan
telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, dalam masa transisi dipandang
perlu memberikan dispensasi pencatatan kelahiran bagi mereka yang
lahir sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Tasikmalaya tentang Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4117);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
di Daerah;

12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);

13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);

14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 83);

: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni

2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam
Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PENCATATAN

KELAHIRAN TERLAMBAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD
adalah SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil di
Kota Tasikmalaya.

5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD vyang membidangi
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Tasikmalaya.

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang
masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kota
Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi  penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwva kependudukan dan pendataan
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan
dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan
kependudukan.

9. Peristiwva Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

10.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

11.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi:
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan
perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa
penting lainnya.

12.Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi
pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

13.Pencatat Sipil adalah petugas instansi penyelenggara Catatan Sipil
yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwva penting yang
dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register,
memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta.

14.Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kota Tasikmalaya sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.

15. Salinan adalah sebuah naskah yang dibuat penyalin untuk memiliki
kopi naskah tersebut atau untuk menggantikan naskah yang sudah
rusak.



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai
pedoman dan acuan bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah
untuk mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan
administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan
dengan mekanisme administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya
yang meliputi :

a. Peserta Dispensasi;

b. Penetapan Pengadilan;

c. Persyaratan Dispensasi;

d. Sosialisasi dan Pelaporan

BAB IV
PESERTA DISPENSASI

Pasal 4

Peserta dispensasi adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang lahir
sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

BAB V
PENETAPAN PENGADILAN

Pasal 5

(1) Dispensasi pelayanan kelahiran diberikan dengan tidak
memerlukan penetapan pengadilan bagi yang pencatatan
kelahirannya terlambat.

(2) Kelahiran terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
mereka yang pencatatan kelahirannya lebih dari 1 (satu) tahun
sejak tanggal kelahiran.

BAB VI
PERSYARATAN DISPENSASI

Pasal 6

Dispensasi pelayanan kelahiran harus tetap melengkapi persyaratan
teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
SOSIALISASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan
pencatatan kelahiran perlu ditingkatkan upaya sosialisasi
pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan pihak
terkait serta tokoh masyarakat.



(2) Dinas atas nama Walikota wajib melaporkan pelaksanaan
dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran kepada Menteri Dalam
Negeri cqg. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.
H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 195A



